BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelayanan publik merupakan bentuk pelayanan yang diberikan oleh
instansi pemerintah, baik itu di pusat, di daerah, maupun di lingkungan Badan
Usaha Milik Negara (BUMN) kepada setiap warga negara dalam upaya
pemenuhan kebutuhan pelayanan‘sesuai' dengan peraturan perundang-undangan.
Pelayanan publik dapat berbentuk pelayanan barang maupun pelayanan jasa. Tata
kelola pemerintahan yang baik dapat dilakukan dengan cara menyelenggarakan
pelayanan publik.

Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan kewajiban dari instansi
pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga
negara atas barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh
penyelenggara pelayanan publik. Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan
publik harus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik agar terciptanya
pelayanan yang adil, efisien, dan demokratis, Peningkatan kualitas pelayanan
publik dapat dilakukan | dengan cara memberikan pelayanan yang baik dan
berkualitas, serta lebih mendekatkan diri kepada masyarakat.

Inovasi manajemen pada unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di
daerah atau pada tingkat yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat,
yaitu pada tingkat kecamatan. Salah satu keinginan masyarakat terhadap

kecamatan adalah kecamatan mempunyai fungsi sebagai pusat pelayanan bagi



masyarakat. Oleh karena itu, penyelenggara pelayanan harus berupaya
mengutamakan kepuasan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan
perubahan posisi kecamatan, dimana sebelumnya menurut Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, kecamatan merupakan
bagian dari wilayah kebupatan/kota, sekarang menurut Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, kecamatan berubah menjadi wilayah
kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota.

Pada tanggal..15. Januarii22010," dikeluarkan _Peraturan Menteri Dalam
Negeri (Permendagri) Nomor 4 Tahun 2010 tentang pedoman penyelenggaraan
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Permendagri mengenai
pedoman penyelenggaraan PATEN ini bertujuan untuk memberikan kesempatan
kepada pemerintah daerah, yang mana dalam hal ini bupati atau walikota untuk
mengoptimalisasikan peran kecamatan dalam rangka membangun akses,
meningkatkan kualitas pelayanan, dan mendekatkan  pelayanan kepada
masyarakat di wilayah kabupaten/kota yang secara kondisi geografis sesuai untuk
melaksanakan PATEN.

Pelayanan Administrasi. Terpadu’ Kecamatan (PATEN) merupakan suatu
penyelenggaraan pelaya.nan publik di Kecamatan, dimana dalam proses
pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya
dokumen yang dilakukan dalam loket atau satu meja pelayanan [10].
Penyelenggaraan PATEN bertujuan untuk mewujudkan kecamatan sebagai
pusat pelayanan, meningkatkan kualitas pelayanan, dan mendekatkan pelayanan

kepada masyarakat.



Salah satu kecamatan yang sudah melaksanakan PATEN adalah
Kecamatan Kuranji Kota Padang. Penyelenggaraan PATEN di Kecamatan Kuranji
pertama kali dilaksanakan pada tahun 2014. Sudah beberapa tahun PATEN ini
dilaksanakan, tentunya perlu dilakukan pengkajian khusus terhadap PATEN di
Kecamatan Kuranji guna memperbaiki dan meningkatkan kinerja pelayanan
publik.

Metode pengendalian proses statistik (SPC) merupakan salah satu alat
ukur yang digunakan-untuk memperbaiki-kinerja p_ela_yanan publik. Metode SPC
bertujuan untuk memperbaiki kinerja PATEN menggunakan metode statistik.
Bagan kendali merupakan suatu metode pada SPC yang dapat digunakan untuk
mengendalikan proses. Ada dua tipe bagan kendali yang digunakan untuk
mengendalikan proses berdasarkan banyaknya wvariabel, yaitu bagan kendali
univariat dan bagan kendali multivariat [8].

Bagan kendali univariat digunakan jika hanya ada satu variabel yang akan
dikendalikan. Ada dua jenis bagan kendali univariat, yaitu bagan kendali variabel
dan atribut. Bagan kendali multivariat digunakan jika terdapat dua atau lebih
variabel yang akan dikendalikan. Ada ‘banyak bagan kendali multivariat yang
sudah digunakan, salah .satunya bagan kendali multivariat T Hotelling. Jika
kondisi bagan kendali T> Hotelling tidak terkendali, maka proses dilanjutkan
dengan metode dekomposisi Mason, Young, dan Tracy (MYT) untuk menentukan

variabel penyebab proses tidak terkendali.



1.2 Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah dalam
penelitian ini yaitu sebagai berikut.
1. Bagaimana membentuk bagan kendali T?> Hotelling untuk data rata-rata
kinerja PATEN di Kecamatan Kuranji Kota Padang?
2. Apa saja variabel penyebab proses tidak terkendali menggunakan metode

dekomposisi MYT?

1.3 Pembatasan Masalah
Pembatasan masalah pada penelitian ini yaitu data rata-rata kinerja

PATEN di Kecamatan Kuranji Kota Padang pada tahun 2016.

1.4 Tujuan Penelitian
Dari rumusan masalah yang ada, maka tujuan yang ingin dicapai dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut.
1. Membentuk bagan kendali T° Hotelling untuk data rata-rata kinerja PATEN
di Kecamatan Kuranji Kota Padang.
2. Menentukan Variabei penyebab proses tidak terkendali menggunakan metode

dekomposisi MYT.

1.5 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab. BAB I
PENDAHULUAN, yang memuat latar belakang, perumusan masalah, pembatasan

masalah, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan. BAB II LANDASAN



TEORI, yang menjelaskan tentang teori-teori yang digunakan untuk
menyelesaikan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. BAB 1II METODE
PENELITIAN, yang memuat data dan metode yang digunakan dalam penelitian
ini. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN, yang menjelaskan hasil dan analisis
terhadap data, serta pembahasannya dalam penelitian ini. BAB V PENUTUP,

yang berisi kesimpulan dan saran yang diperlukan dari hasil penelitian ini.



